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Abstrak 

Puro Mangkunegaran merupakan salah satu dari kerajaan pecahan Keraton Mataram 

Islam yang masih mewarisi adat istiadat kebudayaan jawa salah satunya adalah 

kebudayaan tari, Dengan banyaknya seni tari yang belum didaftarkan Hak kekayaan 

intelektuanya ini membuat perlindungan seni tari cukup riskan untuk dicuri atau 

pengklaiman yang tidak jelas akan sangat mungkin terjadi, Terutama di kalangan 

kebudayaan klasik di Surakarta tepatnya di Keraton Kasunanan Surakarta dan di Puro 

Mangkunegaran Surakarta, Penelitian ini merupakan bertujuan agar mengetahui 

pelaksanaan daripada perlindungan hak ekonomi tari klasik di Surakarta tepatnya Gaya 

Mangkunegaran di Puro Mangkunegaran berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris. Sedangkan data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder berasal 

dari sumber hukum primer dan sekunder. Serta metode pengumpulan data merupakan 

menggunakan studi wawancara dan kepustakaan terhadap seniman di Kota Surakarta 

dan di Puro Mangkunegaran. Analisis data ialah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

ialah Puro Mangkunegaran sendiri mampu mengelola keberadaan tari klasik Gaya 

Mangkunegaran dan mengelola nilai ekonomi berdasarkan keberadaan tari klasik itu 

sendiri walaupun tanpa dengan didaftarkan pencatatan hak cipta hal ini berdasar dari 

antusias Masyarakat dalam negeri bahkan hingga luar negeri yang tertarik dalam 

pelestarian tari klasik Surakarta terutama tari klasik Gaya Mangkunegaran.  

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Pelestarian; Tari Klasik 

Abstract 

Puro Mangkunegaran, a kingdom that emerged from the Islamic Mataram Palace, still 

inherits Javanese cultural traditions, one of which is dance. With many dances not yet 

registered for intellectual property rights, this makes dance protection quite vulnerable 

to theft or unclear claims, particularly within the classical culture of Surakarta, 

specifically within the Kasunanan Surakarta Palace and Puro Mangkunegaran Surakarta. 

This study aims to determine the implementation of economic rights protection for 

classical dance in Surakarta, specifically the Mangkunegaran Style, in Puro 

Mangkunegaran, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study 

employed an empirical juridical approach. Primary data came from interviews, while 

secondary data came from primary and secondary legal sources. Data collection 

methods included interviews and literature studies with artists in Surakarta City and 

Puro Mangkunegaran. Data analysis employed a qualitative approach. The research 

findings indicate that Puro Mangkunegaran is capable of managing the existence of 

Mangkunegaran-style classical dance and maintaining its economic value, even without 

copyright registration. This is based on the enthusiasm of the local and international 
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community for preserving Surakarta classical dance, especially Mangkunegaran-style 

classical dance. 

Keywords: Legal Protection; Copyright; Preservation; Classical Dance 

 

1. PENDAHULUAN 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah hak yang muncul terhadap olah pikir 

otak yang memunculkan suatu produk atau proses yang bermanfaat. HKI ialah hak untuk 

menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Kekayaan intelektual seorang 

penemu berarti merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualnya yang 

hasilnya dalam bentuk karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.1 

Berdasarkan kepemilikannya HKI terbagi ada dua antara lain HKI bersifat pribadi serta HKI 

bersifat komunal. Bagi HKI bersifat pribadi merupakan hak tersebut ialah hak istimewa milik 

individu.  

Disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan dengan mengacu hal tersebut maka sudah 

semestinya negara ini untuk mengupayakan perlindungan kesejahteraan umum salah satunya 

perlindungan terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional.2 Undang-Undang no 5 tahun 

2017 juga melepaskan bentuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui 

dengan data-data kekayaan sendiri yang dapat mengeksplorasi melalui media-media seperti 

internet, sehingga masyarakat bisa mengetahui asal muasal daerah atau tempat pelestarianya, 

ahlinya, maestronya dan guru yang dapat didatangi untuk melakukan belajar terhadap seni 

tradisional tersebut, sehingga hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk cara melindungi.3 

Proses pelestarian kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari peran Keraton Kasunanan 

Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Mangkunegaran selaku dinasti baru memiliki sebuah 

rancangan tersendiri dalam melaksanakan sebuah roda kepemerintahan. Puro Mangkunegaran 

ialah tempat pelstarian kebudyaan klasik yang diantaranya adalah tari, tari yang dipelihara 

oleh Puro Mangkunegaran adalah hasil penciptaan Sri Paduka Mangkunagoro yang bersifat 

profan ataupun sacral. 

Kebudayaan yang dilestarikan oleh Puro Mangkunegaran salah satunya adalah tari. Seni 

Tari merupakan salah satu cakupan perlindungan Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) 

Huruf (e) UUHC 2014. Puro Mangkunegaran sebagai tempat pelestari kebudayaan jawa Gaya 

 
1 Arif, M. (2002). PEMANFAATAN.DAN.PENGELOLAANHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI STRATEGI 
PENGEMBANGAN.KEWIRAUSAHAAN. Jurnal Pengabdian Kepada.Masyarakat, 8(29), 43-51. 
2 Ahmad Ubbe,.Laporan Tim Pengkajian.Hukum tentang Perlindungan.Hukum Kebudayaan Daerah,.2009,.hlm. 3 
3 Abdul...Atsar, 2007, Perlindungan.Hukum Terhadap.Pengetahuan..Dan Ekspresi..Budaya Tradisional.Untuk 
Meningkatkan.Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.,5 Tahun 2017.Tentang .Kebudayaan Dan 
Undang-Undang.No. 28.Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, jurnal.LawReform,.Volume 13, Nomor 2, Fakultas.Hukum 
Universitas.Diponegoro..Hal..294. 
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Mangkunegaran diantara adalah tari perlu mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum 

atas Hak cipta yang di dalamnya terdapat hak ekonomi yang dimana diatur dalam pasal 40 

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan yang dilakukan Puro 

Mangkunegaran adalah dengan pengelolaan tari klasik tersebut terhadap kegunaan di Istana 

Mangkunegaran itu sendiri, tidak mempergunakan tari di luar lingkungan Puro 

Mangkunegaran secara tanpa izin, ditarikan pada waktu-waktu tertentu, dan tidak melakukan 

aransemen/ pengubahan atas tari. Puro Mangkunegaran yang dikenal sebagai salah satu 

pecahan Keraton pelestari dari budaya jawa juga harus mendapatkan kepastian perlindungan 

hukum hak ekonomi atas kekayaan budaya yang dimiliki. berdasarkan pembahasan diatas 

maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni, 

• Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Ekonomi Tari Topeng Sekar Taji 

berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 

• Apa Peran Istana Mangkunegaran berdasarkan Peraturan Daerah dalam  melindungi 

Tari Topeng Sekar Taji  

penelitian yang terdahulu yang membahas Hak Ekonomi memliki perbedaan karena 

membahas juga mengenai hak ekonomi penulis yang berjudul “Analisis Hak Ekonomi 

Penulis dan Perlindungannya Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”. 

Selain itu juga ada penelitian yang membahas terkait Hak Ekonomi karya Adaptasi yang 

berjudul “Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi berdasarkan hukum tentang Hak 

Cipta”. Dihubungkan dengan penulisan sebelumnya penulisan ini membahas perlindungan 

hak ekonomi secara spesifik yaitu Tari Klasik di Puro Mangkunegaran, sedangkan karya 

sebelumnya membahas hak ekonomi karya adaptasi secara luas. Adapaun tujuan penelitian : 

• Menganalisis bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hak Ekonomi Tari Klasik Gaya 

Mangkunegaran berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 

• Menganalisis bagaimana Penerapan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, di Dinas Kebudayaan Kota Surakarta studi terhadap tari Klasik Gaya 

Mangkunegaran  

 

2. METODE  

Pendekatan yang dilakukan penulis merupakan yuridis empiris atau dapat disebut dengan 

penelitian atau disebut pula penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.4 Dengan 

melaksanakan wawancara secara langsung terhadap seniman di Puro Mangkunegaran. 

 
4 Suratman &.Philips Dhilah,.2004,.Metode Penelitian Hukum, Bandung:.PT..Citra Aditya Bakti, Hal..101 
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Penulis menggunakan penelitain deskriptif, dengan jenis data yang digunakan adalah data 

Primer dan data Sekunder. Penulis juga menggunakan metode pengumpulan data dengan 

Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Sedangkan dalam menganalisa data penulis 

melaksanakan analisis data kualitatif.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Ekonomi Tari Topeng Sekar Taji 

Berdasarkan Undang-undang Nomo 28 Tahaun 2014  

Dalam mengetahui dari pelaksanaan hukum hak cipta atas tari tradisional klasik Gaya 

Mangkunegaran di Puro Mangkunegaran Surakarta penulis mengetahui dari beberapa pihak 

yang berkompeten dalam bidangnya. Seperti yang telah diperoleh dengan melakukan 

wawancara yang pertama penyusun Tari Topeng Sekartaji sekaligus wawancara dengan para 

penari sesepuh di era K.G.P.A.A Mangkunagoro VIII (tahun memerintah 1944 – 1987) dan 

K.G.P.A.A Mangkunagoro IX (tahun memerintah 1988 – 2021), Kedua, wawancara dengan 

Prof. Dr. Daryono S.Kar. M.Hum. selaku penari istana Mangkunegaran di era tahun 80-90an 

dan penyusunan ulang Tari Bedhaya Senopaten Diradhameta dan Bedhaya Senopaten 

Sukapratama yang diciptakan KGPAA. MN I, Ketiga, wawancara dengan wawancara dengan 

Abdi Dalem Kaneman DLS pegiat seni Gaya Mangkunegaran, Keempat, wawancara dengan 

penari muda di era KGPAA. MN X (Berkuasa sejak kenaikan tahta beliau pada tahun 2022 

menggantikan KGPAA. MN IX) RHD, Keelima, wawancara dengan pengurus kawedanan 

panti budaya lembaga yang bertugas mengurusi urusan kebudayaan istana mangkunegaran, 

FN. Berdasarkan wawancara dari kelima narasumber diatas bisa dikatakan bahwa pihak 

istana Mangkunegaran belum melaksanakan perlindungan hak ekonomi dikarenakan 

banyaknya tarian gaya Mangkunegaran yang belum terdaftarkan hak ciptanya, tari klasik 

Gaya Mangkunegaran sendiri masih perlu pengkajian dan pembahasan secara lebih lanjut 

dalam pendaftarkan hak cipta karena dengan tanpa adanya hak cipta masyarakat diluar 

tembok Puro Mangkunegaran sendiri sudah mengetahui bahwa tari klasik tersebut di pelihara 

oleh Puro Mangkunegaran, akan tetapi beberapa tari Klasik Gaya Mangkunegaran sudah di 

catat di Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kementrian Kebudayaan dan 

Pendidikan dengan catatan tari tradisional Jawa Tengah. Masyarakat Surakarta sejatinya 

masih memiliki bentuk kepedulian terhadap budaya klasik di Surakarta, terutama tari klasik 

dengan begitu tari klasik masih cukup dikenal meskipun sedikit yang memahami secara pasti 

dan rinci terhadap tari klasik tersebut, masyarakat Surakarta biasanya menyaksikan tari klasik 

dalam acara-acara kuhsus seperti Penobatan Raja (Jumenengan Dalem), Ulang tahun 
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kenaikah tahta raja (Tingalan Jumenengan Dalem) dan acara-acara pementasan yang 

diselenggarakan oleh Puro Mangkunegaran itu sendiri. Beberapa tari Klasik Gaya 

Mangkunegaran sudah di catat di Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di 

Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan dengan catatan tari tradisional Jawa Tengah.  

Dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang 

Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan suatu 

perlindungan atas hasil ekspresi budayanya, dalam pasal 43 pula disebutkan bahwa untuk 

menjamin perlindungan tersebut pemerintah memiliki tugas dalam menjamin perlindungan 

atas eksepsi suatu budaya. Budaya yang disebutkan dalam pasal tersebut salah satunya 

merupakan tari, Pada dasarnya perlindungan terhadap hukum tari tradisional klasik sudah 

diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Untuk 

tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pasal 38 ayat (1) sampai 

dengan ayat (4), mengatur tentang ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi. 

Berdasarkan uraian diatas sudah dipastikan tari klasik Gaya Mangkunegaran memerlukan 

suatu bentuk perlindungan hukum untuk mengatur hak ekonomi drai pada karya tari klasik di 

Puro Mangkunegaran, lantaran tari klasik Gaya Mangkunegaran sangat sering dipelajari 

untuk dilestarikan oleh masyarakat umum di luar tembok Puro Mangkunegaran, walaupun hal 

tersebut merupakan bentuk melindungi, tetapi pendaftaran Hak Cipta juga perlu dilaksanakan 

sehingga pencatatan hak cipta untuk menjaga keaslian daripada tarian tersebut masih terjaga 

dan tidak diubah secara asal oleh masyarakat yang mempelajari tari-tari klasik Gaya 

Mangkunegaran, dengan demikian pencatatan hak cipta cukup diperlukan untuk menjaga 

keaslian sebuah tari tersebut dan menjadi suatu bentuk jaminan bila ada sengketa secara 

hukum.  

Beberapa tarian asli Puro Mangkunegaran diantara lain tari Bedhaya Anglir Mendhung, 

Bedhaya Suryasumirat, Serimpi Mondrodini, Wireng Gatutkaca Dadungawuk, Gambyong 

Langenkusumo, Gambyong Retno Kusumo dan Gambyong Pareanom yang sudah diaftarkan 

dalam WBTB juga perlu didaftarkan hak cipta guna menjaga keaslian dan mendapatkan 

perlindungan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, walaupun tarian tersebut sudah 

berumur ratusan tahun dan mengalami perubahan dari dari jaman ke jaman, bisa saja tarian 

tersebut dapat disalah gunakan atau ditarikan secara asal oleh masyarakat yang telah 

mempelajari dan menampilkan diluar tembok Puro Mangkunegaran tanpa pertanggung 

jawaban yang jelas, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kerugian ekonomis yang 

berdampak pada Pihak Puro Mangkunegaran yang telah melindungi tari klasik Gaya 

Mangkunegaran selama tanpa adanya pendaftaran Hak Cipta terhadap tarian tersebut, 
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pencatatan penciptaan tari Klasik Gaya Mangkunegaran merupakan bentuk penghargaan 

kepada Puro Mangkunegaran karena telah melindungi tari Klasik yang sudah diturunkan 

secara turun temurun.  

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan berupa 

permohonan pendaftaran dibidang hak kekayaan intelektual dan melakukan litigasi dan 

sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual.5 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2014 telah secara jelas menggambarkan karya seni yang dilindungi oleh undang-

undang Hak Cipta, dengan adanya  perlindungan hukum tersebut sudah semestinya 

pemerintah memberikan bentuk pengayoman kepada masyarakat pelestari budaya khususnya 

Puro Mangkunegaran dan sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan 

hak-hak warga negara dan juga memberikan suatu bentuk sanksi bagi para pihak yang 

melanggar peraturan tersebut.6 Akan tetapi sejauh ini belum ada suatu bentuk peraturan 

pemerintah yang mengatur khusus tentang seni tradisional termasuk tradisional klasik yang 

mengakibatkan ketidak jelasan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia, 

termasuk mekanisme negara Indonesia sebagai pemegang hak cipta karya seni tradisional.  

3.2 Peran Istana Mangkunegaran Berdasarkan Peraturan Daerah dalam    Melindungi 

Tari Topeng Sekar Taji. 

Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang hak ekonomi suatu karya dalam konteks Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan penguatan terhadap hak ekonomi 

pencipta, pelaku usaha, maupun pelaku kreatif di wilayahnya. Hak ekonomi dalam HKI 

sangat penting karena memberikan dasar hukum bagi pemilik hak untuk mendapatkan 

keuntungan finansial dari karyanya. Meskipun secara umum HKI diatur di tingkat nasional 

oleh Undang-Undang, pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam implementasi, 

perlindungan, dan pemberdayaan HKI di tingkat lokal, terutama dalam mendorong ekonomi 

kreatif berbasis potensi daerah. Terdapat kendala-kendala kreatif berbasis potensi daerah. 

Pura Mangkunegaran menghadapi kendala-kendala dalam suatu upaya mewujudkan 

perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak ekonomi karya seni tari klasik berdasarkan 

undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, 

 
5 Karlina, Dina, Mega Fitri Hertini, and Tiza Yaniza. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK 
SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." Jurnal Pendidikan 
Kewarganegaraan Undiksha 10.2 (2022): 405-414. 
6 Mangku, Dewa Gede Sudika. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN 
BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 
Undiksha 9.1 (2021): 97-106. 



 

7 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi istana Mangkunegaran tersebut antara lain : (1) 

Minimnya Anggaran Daerah yang dialokasikan untuk perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 dengan 

aturan perundang-undangan tersebut negara memberikan sebuah bentuk perlindungan yang 

mengajarkan bahwa untuk melindungi tari tradisional agar tidak terjadi pelanggaran 

penyalahgunaan atas hak cipta tari tradisional klasik yang dilakukan oleh negara tetapi juga 

oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha negara untuk memfasilitasi 

dalam pengadakan anggaran untuk perlindungan Hak Cipta & Hak Ekonomi, tetapi 

kenyataannya tidak semua didaerah mendapatkan anngaran yang sama. (2) Undang-undang 

hak cipta tahun 2014 masih belum cukup dikenal  oleh kalangan masyarakat Pemahaman 

komunitas seni yang masih lemah merupakan salah satu sebab UUHC belum cukup dikenal 

oleh banyak kalangan masyarakat terutama komunitas seni, sehingga mereka enggan untuk 

mendaftarkan karya seninya, pengetahuan seni tradisional memiliki nilai ekonomis tetapi 

banyak masyarakat yang belum menyadari akan hal itu apalagi di era sekarang, banyak 

masyarakat yang kurang memahami konsep dari Hak Kekayaan Intelektual pula. (3) Konflik 

antara hak individu dan hak komunal dalam konteks kekayaan budaya tradisional, terutama 

pada tari klasik Salah satu Bentuk konflik yang terjadi adalah terdapatnya Perlindungan 

Ganda Tari klasik bisa diklaim sebagai ciptaan baru oleh individu dengan elemen modern, 

tapi tetap berbasis pada tari komunal yang belum didaftarkan secara formal. Ini menimbulkan 

tumpang tindih kepemilikan. Ketidakseimbangan Manfaat Ekonomi, Pihak individu sering 

mendapat keuntungan ekonomi lebih besar dibandingkan komunitas adat, padahal karya 

tersebut berasal dari kebudayaan lokal. Berdasarkan uraian tersebut pura mangkunegaran 

pernah mengalami berbagai hal pergejolakan sesuai dengan uraian tadi, banyaknya tari klasik 

yang diciptakan oleh seorang individu yang kemudian dipisusungkan atau dipersembahkan / 

dihadiahkan oleh raja, hal ini merupakan sebuah permasalahan yang bisa saja terjadi karena 

adanya perlindungan ganda yang menyebabkan tumpang tindih dalam pembagian hak 

ekonomi, pada dasarnya di zaman dulu, tari klasik yang sudah di hadiahkan kepada raja, 

merupakan hak sepenuhnya milik raja atau milik Istana Mangkunegaran.  

Peran Istana Mangkunegaran Surakarta dalam perlindungan hak ekonomi tari klasik gaya 

Mangkunegaran, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta 

peraturan daerah yang relevan, bersifat strategis meskipun tidak bersifat formal sebagai 

pemegang hak ekonomi, karena karya-karya tersebut tergolong sebagai ekspresi budaya 

tradisional (EBT) yang hak ciptanya dipegang oleh negara. Namun demikian, Istana 

Mangkunegaran tetap memiliki peran penting dan nyata dalam pengelolaan, distribusi 
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manfaat, dan pelindungan nilai ekonomi dari tari klasik gaya Mangkunegaran. Dengan 

adanya perlindungan hukum yang diperoleh akan mendapatkan sebuah keuntungan atas 

keberadaan hak cipta tari klasik Gaya Mangkunegaran yang dipegang oleh pemerintah negara 

dan sebuah bentuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perlu perizinan dalam 

penggunaan tari tradisional klasik Gaya Mangkunegaran. dan pelindungan nilai ekonomi dari 

tari klasik gaya Mangkunegaran. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tari klasik gaya 

Mangkunegaran, sebagai karya tradisi istana yang tidak diketahui pencipta individunya 

secara pasti, hak ekonominya dipegang oleh negara, namun pelaksanaannya dapat 

didelegasikan kepada lembaga kebudayaan seperti Istana Mangkunegaran. Peraturan Daerah 

Kota Surakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan, mengakui ekspresi budaya 

tak benda sebagai warisan daerah. Mengamanatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan 

lembaga kebudayaan (termasuk keraton/istana) untuk melestarikan dan memaksimalkan 

potensi ekonominya.  

Peran Istana Mangkunegaran dalam Perlindungan Hak Ekonomi Tari Klasik adalah sebagai 

Otoritas Budaya dan Kurator Istana memiliki legitimasi historis dan budaya untuk 

menentukan keaslian, otentisitas, dan tata nilai tari gaya Mangkunegaran. Dengan posisi ini, 

istana bisa mengatur standar pertunjukan dan mengontrol bentuk komersialisasi agar tidak 

menyimpang. Meskipun tidak memegang hak ekonomi secara formal, istana berperan sebagai 

pelindung hak komunal masyarakat Mangkunegaran, memastikan, tidak ada eksploitasi tari 

secara tidak etis, pihak luar yang ingin memanfaatkan karya tradisi tetap menghormati nilai-

nilai adat, dan bila perlu, mendampingi komunitas dalam negosiasi hak ekonomi. Pemerintah 

Kota Surakarta dapat memaksimalkan anggaran daerah untuk perlindungan hak ekonomi tari 

klasik gaya Mangkunegaran dengan menyelaraskan program perlindungan HKI dalam 

perencanaan daerah, Mengalokasikan dana APBD melalui Dinas Kebudayaan, Menjalin 

kemitraan resmi dengan Istana Mangkunegaran, Membuat kebijakan pelindung melalui 

Perda/Perwali, Membangun sistem pendanaan jangka panjang (dana abadi budaya) Langkah-

langkah ini akan menciptakan ekosistem perlindungan HKI yang kuat, menjamin manfaat 

ekonomi bagi pelestari budaya, serta memperkuat identitas dan ekonomi budaya Surakarta 

khususnya Tari Klasik Gaya Mangkunegaran termasuk Tari Topeng Sekar Taji. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, penerapan perlindungan hak ekonomi atas tari klasik gaya mangkunegaran 

berdasarkan hukum hak cipta. kebudayaan di Puro Mangkunegaran salah satunya kebudayaan 
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tari. Pada dasarnya perlindungan hukum tari tradisional klasik dilindungi oleh negara yang 

diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tari klasik Gaya 

Mangkunegaran merupakan bagian penting dari warisan budaya adiluhung di lingkungan 

Puro Mangkunegaran, dengan Tari Topeng Sekar Taji sebagai salah satu contohnya. Tarian 

ini diciptakan oleh para seniman istana sebagai wujud kekhasan gaya Mangkunegaran, 

namun hingga kini belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kendala dalam 

mewujudkan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta dapat dilihat dari berbagai aspek dan faktor. Yaitu antara lain Kesadaran 

masyarakat mengenai Hukum Hak Cipta cukup kurang, Undang-undang hak cipta tahun 2014 

masih belum cukup dikenal  oleh kalangan masyarakat dan Kepercayaan masyarakat yang 

cukup kurang terhadap HKI beserta prosesi pendaftarannya. walaupun pura Mangkunegaran 

mampu dapat mengkelola Hak Kekayaan Intelektualnya, masih sangat diperlukan untu 

sebuah pendaftaran guna untu melindungi dari berbagai bentuk kejahatan intelktual 

pengklaiman dan sebagainya, hal ini perlu untuk di tindak lanjuti oleh Puro Mangkunegaran 

sebelum tmendapati kejadian tersebut.Puro Mangkunegaran menunjukkan komitmen kuat 

dalam melestarikan seni tradisi ini melalui berbagai kegiatan budaya, seperti Mangkunegaran 

Performing Art dan Sebtu Ponan. Kegiatan tersebut tidak hanya mempertahankan eksistensi 

seni klasik, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat luas. Namun, 

untuk melindungi dan menghargai karya para seniman secara lebih adil, diperlukan langkah 

konkret dalam pendaftaran hak cipta, standarisasi koreografi, dan pembentukan sistem 

penghargaan yang lebih modern dan transparan. Upaya ini penting untuk memastikan 

keberlanjutan dan perlindungan atas kekayaan budaya tak ternilai ini. 

4.2 Saran 

Puro Mangkunegaran perlu segera mengambil langkah strategis untuk melindungi karya seni 

tari klasiknya dengan melakukan pendataan dan pendaftaran hak cipta atas tarian-tarian yang 

telah diciptakan, termasuk Tari Topeng Sekar Taji. Pembentukan tim khusus yang bertugas 

menginventarisasi dan mendokumentasikan karya tari, baik dari sisi koreografi maupun 

gendhing pengiringnya, menjadi penting untuk mendukung proses legalisasi tersebut. Selain 

perlindungan hukum, sistem penghargaan dan apresiasi terhadap seniman juga perlu 

ditingkatkan. Tidak hanya melalui gelar pengabdian atau pelibatan dalam pementasan, tetapi 

juga melalui skema royalti atau kompensasi ekonomi yang lebih adil dan terukur. Kerja sama 

antara pihak istana, pemerintah, akademisi, dan lembaga budaya juga perlu diperkuat agar 

pelestarian tari klasik Gaya Mangkunegaran menjadi tanggung jawab bersama. 
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